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BUPAfl BARITO SELATAI{
PROINilSI KALIMAI{TAN TEHGAII

PERATURAIT BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 20/22

TENTAITG

TATA CAIIA PEMBAGI*I* DAS PEI5 TAP*IS RII5EIAI$ AII}ITASI D*ISA DESA

Menimbang :

SEIIAP DESA TAIIUN AT{GGARAN 2A22

DTilGAIT RAIIMAT TUIIAIT YATG TilAIIA TSA

BUPATT BARTTO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat $), ayat (71

dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4
tentang Peraturan Pelaksa.naa-n Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2AL9
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2OL+ tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tettang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagran dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2422.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 7959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor I menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O);

2. Undang-Undanrg Nomor 1 Tahtrn 2ol22 tentang Hubtrngan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

{Len:baran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran
Negara Republik [ndonesia Ta]run 2Ol4 Nomor 7, Ta:rrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A1-4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2Al4 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 ?ahun 2Ol4 tentang
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana diubah beberapa kati terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Z0tg tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2A14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 20114 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321l';
Peraturanr Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O7+ Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2OL9
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagr Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 18O2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2O2O tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1a96);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2A2A tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah {Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2O Nomor
7l;
Peratrrran Daeral-r. Kabrrpaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun
2O2L tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A22 pembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2A22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 2);
Peratrrra:a Br,rpati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentarag
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 19);
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2O2O tentang
DaJtar Kewenangal Desa Berdasar Hak Asal Usul dan
Kewerra:rgan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2O Nomor
211;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Pengadaan Barangl Jasa di Desa {Berita Daerah
Kabrrpaten Barito S,elatan Tahun 2A2L Nomor 9);
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Kewajiban Pelaksanaare Program- Jarrrinan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2L Nomor 28)-

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

L2.

13.

14.
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MEMUTUSI{AI{:

Menetapkan : pERATTTRAT{ BrrpATr TEIITAITG TATA CARA PEUBAGIAN DAI{

PEilEIAPAI{ RII{CIAIT AI$I{ASI DATTA DESA SETIAP DESA

TAIIUN ANGGARAN ?4O22,.

BAE I
XBTEITTUAIT T'HII}I

Bagi*n l(esatn

Pengertian daa llefidsi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelanggara Pemerunralr Daerah yarrg memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Br.rpati adatah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Sosial Pemberdayaarl Masyarakat dan Desa yang

selanjutnya disebut DSPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan yaflg menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Sosial dan Bidang Peberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Badan Perrgelolaan Kerrangan dan Aset Daerah Ka.brrpaten yang
selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatal yang menyelenggarakan uru.san pemerintahan
Bidang Keuangan dan Aset.

6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah
yang rnempurryai wilayah kerja di ting,kat Kecamatan dalam
Kabupaten Barito Selatan.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
u.nsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan urasyarakat seteanpat dalarn sistern
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten
Barito Selatan.

10. Desa adalatr Desa di Kabupaten Barito Selatan.
11. Badam Permr.rsyararratan Desa yang a dl singkat BPD

adalah kmbaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai urrslrr Penyelenggara
Pemerintah Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Reacana Keuarrgan Tatnrnan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetdui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakila* Ra*ryat Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
dieinglrat APBDesa adalah Rencana Kerrangan Tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
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Pernerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Per-undang-undangan yang

dibuat oleh Badan Permusyarawatan Desa bersama Kepala Desa'

Alokasi Dana Desa. selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang

besarannya minimal loolo dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah

kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan

untuk membiayai perryelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kernasyarakatan dan

pemberdayaar] masyarakat serta belanja tak terduga'
pemegalg Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaI1g

selanjutaya disingkat PKPKD adatah Kepala Desa atau sebutan
nalzla taJrl yang karena jabatannya mempunyai kewe:tangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa-

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Peangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan

keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
Tim Pengelotra kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim
yangditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Kepufusan, terdiri
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Sisa Lebih Perhihrngan Angaran yang selanjrrtrrya disebut SILPA

adalah selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan pengeluaran
anggaran selama satu periode a.nggaran.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanaa uang daerah yang
ditentukan oleh bupati untuk mefl.arnpung seluruh penerimaart
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yarrg menampung
seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yarrg ditetapkan.
Tim Pendamping Kecamatan adalah Tirn yang dibentuk oleh Camat
untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan
Alokasi Dana Desa.
?im Fasilitasi Kabupaten adalah 

"im 
yang dibentuk oleh Bupati

untuk merrrbantu melakukan Fasilit*si dan Pembinaan
Pelaksanaart Alokasi Dana Desa.
Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Surat pertanggungiawaban selanjutnya disebut SPJ adalah but{ti
surat yar;g berkaitan dengan kelengkapan adrninistrasi
pertanggungiawaban penatausaha.an keuangan dan/atau ha"sil

realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
Surat perintah pencairan dana selanjutnya disebut SP2I] adalah
surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang
ditunjuk setelah surat permintaan membayar diterima.
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Jaminan sosial adalah Jarninan sosial Kesehatan dan Jamiman

Sosial Ketenagakerj aan.
Iuran jaminan sosial yang selanjutnya disebut iuran adalah

sejumlah uang yang dibayar aecafa terattrr kepada Badan

Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

t1)

Bagian Kedua
Makud d*n ?uiuan

Pasal 2

ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang

dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan

Otonomi Desa agar turnhuh dan b,erkembang berdasarkan

keanekaragalnan, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat,
ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. menanggulangr kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;

b. merring!<atkan pererlcanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;

c. meningkatkan perabangunan infrastmktur perdesaan ;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka meurujudkan peningkatan kehidupan sosial
kemasyarakatan;

e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ; dan
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

rnasryarakat;

Bagiea Keenpat
kiasip-Priasip Peagelolaan Alokasl Dana Desa

Ba$al 3
(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan

keuangan Desa.
(2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan

dipertanggungiawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai
penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Daerah.

(3) ADD harus dikelola secara transparan, alnrntabel, efektif, elisien dan
ekonornis.

(a) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertanggungiatrrabkan s€cara admfuristratif, teknis dan hrrkum.

Bagiaa Keliaa
Ruaag Liagkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata eara perhitrrcgan;
b. pengalokasianl

(2t



5

c. penggunaan;
d. penyaluran;
e. pelaporan dan pertanggungiawaban;
f. monitoring dan evaluasi;
g. pembinaan dan Pengawasan; dan
h. sanksi.

BAB II
TATA CARA PERHITUI{GAN

Bagiaa Kesatu
Umum

Pasal 5

{1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 2A22.

(2) ADD diaiokasikan pating sedikit l?a/o (sepuiuh persen) dari Dana

Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus.

{3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan
yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan
daiam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6
(1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing Desa dengan

Peraturan Bupati.
{2} 

"erhitungan 
ADD setiap Desa mempertimbangkan:

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. funjangan BPD;
c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
d. tingkat kesulitan geografis Desa, jumlah penduduk Desa, luas

wilayah Desa; dan
(3) Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dihitung berdasarkan:
a. Alokasi Dasar ;

b. Alokasi Afirrnasi ;

c. Aiokasi Kinerja; dan
d. Alokasi formula.

Bagian Kedua
Alokasi Dasar

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa.
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Bagian Kettga
Alokasl Afirmasi

Pasal I

{1} Alokasi Alirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3} huruf
b diberikan kepada Desa ?ertingal dam Desa Sangat Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggt-
(2) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (L) berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa.

Bagtan KeeaPat
Alokasl KiaerJa

Pasf,,l' 9

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf
c, dibagi kepa.da Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan

keuangan Desa, pengelolaan ADD dan capaian hasil {outcame)
pembangunan Desa.

(2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilakukan dengan mengguoakan bobot sebagai berikut:
a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 2Oola {dua puluh per

seratus);
b. pengelolaan ADD dengan bobot 2O% {dua puluh per seratus};
c. capaian keluaran (outprtt| ADD dengan bobot 2Qo/o {dlua puluh lima

per seratus ); dan
d. capaian hasil (outeomel pembangunan Desa dengan bobot 40o/o

(emapat puluh per seratus).

Bagial Kelima
Alohsi Forreul,a

Pasal 1O

Alokasi formula dihitung berdasarkan datajumlah penduduk, angka
kemiskinan, lua.s wilayah, dan indeks kesulitan geogra{is Desa yang
bersumber dari kementerian yang berwenang danlatau lembaga
yang menyelenggarakan urrrsan pemerintahan di bidang statistik.
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat t1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

W: {(O,25xZLl + (O,35 xZ2l + {O,1O xZSl + (O,3O xZall x (ADD
Daerah - AD Daerah)

Keterang*lrl

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geogralis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Daerah.

ZZ : Rasio jumlah pendudrrk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah.

23 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Daerah.

{1}

{2t
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z*:RasiolKGsetiapDesaterhadaptotallKGDesaDaerah.

ADD Ilaerah - pagu Alokasi Dana Desa Daerah'

Alokaei Dtsar AIID = beiaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan
jumlah Desa

BAB III
PEITGAIOITASIAIT

Pasal 11

(l}JumlahDesadiKabupatenBaritoselatanyangakanmenerima
Alokasi Daaa Desa berjumlah 86 {delapan puluh enam} Desa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
(2) ADD untuk Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran 2A22

berjumlah Rp. 57.5 82.452.2OO {lima puluh tqiuh miliyar lima ratus

delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus

rupiah).
(3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran I

yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PII{GGTIITAAIT

Pasal 12

(U ADD sebagaimana dimaksud datam Pasd 2 dipergunakan untuk
membiayai:

penyelenggaraan pemerintahan: Desa;
pelaksanaan pembangun€m Desa;
pembinaan kemasyarakatan Desa;
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

{2} Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat t1}
diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat
Desa., lembaga Desa, Operasional BPD, dan Jaminan sosial.

(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PTIYGA"'UAN DAIT PEIIYALURAIT

Bagiaa kesatu

Ulmum

Passt 13

(1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh DSPMD.

{2} Rekeaing Pernerintah Desa dibtrka di Bank Rakyat Indonesia Cabang

Btrntok.

a.
b.
c.
d,
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(3) Kepala Desa mengafukan permohonan penyaluran ADD Kepad'a

Bupati melalui camat selaku penanggungiawab Tim Fasilitasi dan

Pembina Kecamatan.

Bagiaa Kedua
Mekanisme Pengajuan

hsal 14

{1} Permohonan pengajuan penyaluran ADD oleh Desa terlebi}r dahulu

dilakukan proses verilikasi di Tingkat Desa dan Kecamatan.

(2) Proses verilikasi di Tingkat Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

iSi fto""s verifikasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Verifikasi

Kecamatan.

{4} Veriflkasi sebagaimana dirnaksrrd, pada ayat (3} bersifat final'

(5) Tim Fasilitasi Kabupaten melakukan validasi dokumen permohonan

penyaluran ADD untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

ispp) dan Surat Perintah Membayar {SPM} dan diteruskan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah'

{6} pejabat pengelola Kerrangan Daerakr selanjrrtnya merrerbitkan SP2D

untuk menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang

bersaagkutan.

Pasal 15

(1) Camat wqjib melakukan verilikasi terhadap dokumen persyaratan

pengajuan penyaluran dan dokumen pertang$rngiau/aban ADD yang

disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan penyaluran.

{21 Camat melalui Tim Pendamping kecamatan melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran
serta kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti perta*ggurrgiawaban
pengguna€rn ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa.

(3) Verilikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungiawaban peltggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} sesuai tahapan.

{4} Hasil verifikasi sela:liutnya dituang}<an dalam Berita Acara hasil
verifikasi dokumen pertanggungiawaban penggunaan ADD.

(5] Kelengkapan dokumen yang diverifikasi disesuaikan dengan
persyaratan per tahapan penyaluran yaitu tahap I, II dan III.

(6) Dokumen persyaratan pengajuan perryalura:r dibuat secara terpisah
dengan dotrnrrnen pert*nggungia.ntsban.

t7l Dalam hal setelah hasil verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
dokumen persl'aratan pengqjuan perqraluran dinyatakan belum
le*gk*p, $skurrlen tersebut dikembalikan kepada Kepala {}*sa untuk
dilengkapi/ dipenuhi.

Fasal 16

{1} Setelah diiakr-rkan verifikasi dan dckurnen persyarata-rr pengajlian
perryahrran dirryatakan lengkap dan se*erai, Catnat rnelryampaikan
rekcrc.endasi beser'ta dokumen per$yaraten peagajua* peasraJuran

kepada D$PMD.
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Atas dasar rekomendasi Camat, DSPMD meneliti Validitas dokumen-
Setelah diteliti oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan dinyatakan Valid,
Tirn Fasilitasi Kabupaten melalui Bendahara pengeluaran DSPMD

selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Surat Perintah Mernbayar (SPM) kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yaitu Kepala BPKAD.
(4) Dalam hal setelah diteliti oleh DSPMD dokumen persyaratan

pengajuan penyaluran dinyatakan tidak valid, maka berkas

permohonan dikernbalikan kepada Camat untuk diperbaiki oleh

Kepala Desa.

{5} Berdasarkan Surat Permintaan PembaSraran (SPP} dan Surat Perintah
Membayar (sPM) sebagaimana dimaksud pada ayat {41, Kepala

BPKAD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan Pemindah bukuan
Rekening dari RKUD ke RKD untuk menyalurkan ADD.

t6) Berdasarkan SP2D sebagairnana dimaksud pada ayat (61 BPKAD

memerintahkan Eank Persepsi dalam hat ini Bank yang telah
ditetapkan untuk memindah bukukan dana ke RKD.

Pasal 17

(1) Setelah ADD masuk ke RKD, Pemerintah Desa melakukan penarikan
dana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sudah
ditetapkan, dengan dokumen cek yang dibubuhi tanda tangan oleh 2

{dua} orang yakni Kepala Desa Selakrr Pengguna Anggaran dan
Bendahara Desa dihadapan petugas Bank.
Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada
hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan
bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai
rencana yang tertuang dalam RAB.
?erhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara
Desa melalrukan pencatatan pengeluaran.
Selain pihak yang disebut pada ayat {21dan ayat {3), dana Desa yang
sudah ditarik tidak boleh disimpan oleh pihak lain dengan alasan
dan tujuan apapun.

Bagian Ketiga
Tahapan daa Syarat Penyaluran

Pasal 18

tU Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 {tiga) tahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Tahap I s,ehesar 3O% (tiga puluh perserr) dirsulai pada tahapasr

setelah Perdes APBDes selesai di setujui dan sepakati bersama;
b. Tahap II sebesar 4Aa/o {empat puluh persen} dimulai pada selesai

Pertanggung Jawaban Belanja Tahap I; dan
c. Tahap III sebesar SOYo (tiga puluh persen) dimulai pada selesai

Pertanggung Jawaban Belanja Tahap lI.

(21

t3)

(4)
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Penyaluran ADD sebagaimana dirnaksud pada ayat (U dilakukan

secara bertahap diluar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,

Perangkat Desa dan BPD.

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setiap bulan

berdasarkan Daftar Hadir pada bulan sebelumnya'

Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat

Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dilakukan

melalui rekening pribadi masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa

dan BPD.
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD membuka rekening pribadi di

Bank yang sudah ditetapkan serta wajib melaporkan dan

menyarnpaikan daftar data narla dan nomor rekening masing-masing

kepada DSPMD.
Dalam hal terjadi perubahan pada komposisi Perangkat Desa,

Pemerintah Desa dan BPD wajib rnelaporkan dan menyampaikan data

secara benar, lengkap dan berkala kepada DSPMD.

Pasal 19

Kepala Desa mengajukan permohonan pengajuan pellghasilan tetap
dan tunjangan Pemerintah Desa dan BPD kepada Bupati melalui
Camat dengan melampirkan persyaratan :

a. surat permohonan pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan
Pernerintatr Desa kepada Bupati rnelalui camat;

b. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak dari Kepala Desa
diketahui Camat ( bermaterai Rp.1O.O0O,-);

c. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjallgan pemerintah
Desa yang memuat na.nra, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan,
nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa
diketahui Camat; dan

d. Daftar hadir I Absensi Pemerintah Desa setiap bulan;
Camat meneruskan permohonan perrga.;uan penghasilan tetap dan
tunjangan Pemerintah Desa dan BPD kepada Bupati Barito Selatan
Cq. DSMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. surat pengantar dari Carnat;
b. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak dari Kepala Desa

diketahui Camat ( bermaterai Rp.1O.OOO,-);
c. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah

Desa yang memuat narna, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan,
nornor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa
diketahui Camat; dan

d. Daftar hadir / Absensi Pemerintah Desa setiap bulan;
Penyaluran ADD Tahap I sebagaimara dimaksud dala.m Pasal 18 ayat
(U huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
permohonan peayaluran kepada Bupati melalui Camat dengan
melampirkan persyaratan :

a. surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran
2022 dari Kepala Desa kepada Bupati rnelalui Camat;

b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap III tahun
2A2l yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilarnpiri photo berwarna
dokurnentasi pelaksa-naan kegiatan;

c. Iernbar pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran Tahap I Tahun 2O22;

(21

(s)
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d.lembarpernyataanverifikasikelengkapandankeabsahan
dokumen pertanggungiawaban Tahap III Tahun 2O2l;

e.laporansnpeADDTahun2a2LfiikamemilikiSILPA);
f.SuratKeputusanBersamaantaraBPDdenganKepalaDesa

tentangPersetujuanPenetapanPeraturanDesatentangAPBDesa
Tahunanggaran2azz{dilengkapiBeritaAcaradandaftarhadir
raPat) ;

g.RencalaPembangunanJangkaMenengah{RPJM)Desa;
h. Kelengkapan Dokumen APBDesa berupa pint aut dari Aplikasi

Sisten: Keuangan Desa yartg terdiri dari:

1. Peraturan Desa APBDesa;

2. Feraturan Kepala Desa Penjabaran APBDesa;

3. Penjabarar! APBDesa;

4. Rencana Kerja Pemerintah {RKP} Desa;

5. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun

2A22; dan
6. RAB;

i, Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Tahun 2o22;

j. foto copy Rekening Kas Desa dafrr print out Rekening Koran

terakhir;
k. surat pernyataan kebenaran laporan sPJ pengunaan ADD Tahap

III Tahun 2A2t dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp

10.ooo,-);
l. sgrat pernyataan kesanggupan dari Kepala Desa untuk mengelola

ADD Tahap I Tahun 2022 diketahui Camat (berrnaterai Rp

1O.OOO,J; dan
m. Berita Acara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui

Tim Pernbina Tirrgkat Kabupaten yarrg di tarrda tangarri oleh

Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

(4) Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap I kepada
Bupati melalui DSPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai
berikut:
a. surat pengantar dari Kecamatan;
b. rekomendasi Carrlat;
c. laporan realisasi penggr.rnaan ADD sampai dengan tahap III tahun

2A2L yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa

{siskeudes} dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pendamping
Kecamatan pelaksa.naan ADD Tatrun 2O27;

e. laporan SiLPA ADD Tahun 2A2l fiika memiliki SiLPA);
f. Berita Acara hasil veri.fikasi kelengkapan dokumen persyaratan

pengqjuan penyaluran ADD Tahap tr Tahun 2A22;
g. lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui

Carnati;
h. surat pernyataan kebena.ran la.poran SPJ pengunaan ADD tahap

Tahap III Tahun 202L dari Kepala Desa diketahui Camat
(bermaterai Rp 1O.OOO,-);

i. Kelengkapan Dokurnen APBDesa berupa print ant dan Aplikasi
sistem Keuangan Desa yang terdiri dari:
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1. Peraturan Desa APBDesa;
2. Peraturan kepala Desa Penjabaran APBDesa;
3. Penjabaran APBDesa;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
5. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun

2A22; dan
6. RAB;

j. Rencana Penggunaan Dana tahap I dilampiri RAB;
k. foto copy Rekening Kas Desa dan print aut Rekening Koran

terakhir;
I. surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Desa unfuk mengelola

ADD Tahap I Tahun 2022 diketahui Camat {bermaterai Rp
1O.OOO,-); dan

rn. Berita Acara Posting APBDes Awal yang sudah dilakukan melalui
Tim Pembina Tingkat Kabupatenyang di tanda tangani oleh
Kepala Desa, Ketua BPD serta diketahui oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten.

{5} DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen
dengan memperhatikan sebagai berikut :

a. kesesuaia:r Realisasi Per Tahapan;
b. kesesuaian Realisasi dan Buku Kas Urnurn;
c. pemotongan Pqiak yaitu pemotougaa Pajak Pertambahan Nilai

{PPN), Pqiak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22,
dan Pajak Penghasilan (PPh! 23, dalam hal ini sudah memenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pernbebanan
biaya yar:g telah di laksanakan;

d. kesesuaian Bukti Setoran Pajak yang telah di setorkan; dan
e. ouQrut lisik Dana Desa.

(6) Apabila dokumen Valid DSPMD melalui bendahara
pengeluaran DSPMD menlproses permohonan tersebut untuk
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran {SPP} dan Surat Perintah
Membayar (SPM) ke BPKAD.

{71 Tahap I diajukan paling labat rninggu ke dua bulan April tahun 2022.

P*sal 2(}

(U Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b dilaktrkan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan
penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan
persyaratan:
a. surat permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran

2A22 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun

2022 yang diambil dari aplikasi Sistem keuangan Desa
(Siskeudes) dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokurnerrtasi pelaksanaan kegiatan;

c. lembar pernyataan veriflkasi kelengkapan dokurnen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD Tahap II Tahun 2022;

d. Iembar pernyataan verilikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungiawaban ADD Tahap I Tahun 2A22;

e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilampiri RAts;
f. foto copy Rekening Kas Desa dan pint aut Rekening Koran

terakhir;
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g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaa:r ADD tahap I
Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat
{bermaterai Rp 1O.OOO,-); dan

h. sura.t pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap II
Tahun 2A22 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
1O.OOO,-).

(21 Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap II kepada
Bupati melalui DSMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai
berikut:
a. surat pengantar dari Kecamatan;
b. rekomendasi Carnat;
c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap I Tahun

2022 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa

{Siskeudes} dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksa.naan kegiatan;

d. Berita Acara hasil verifrkasi kelengkapan dokumen persyaratan
pengajuan ADD Tahap II Tahun 2O22;

e. Berita Acara hasil verilikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD tahap I Tahun 2A22 dilengkapi copy bukti setor pajak;

f. lembar pengesahan SRI (dibuat oleh Kepala Desa diketahtri
Camat);

g. sura"t pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap I
Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat
{bermaterai Rp I O.OOO,-};

h. Rencana Penggunaan Dana tahap II dilampiri RAB;
i. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran

terakhir; dan
j. surat pernyataan kesanggupan unftrk mengelola ADD Tahap II

Tahun 2A22 dari Kepala Desa diketahui Carnat (bermaterai Rp
1O.OOO,-).

(3) DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen
dengan memperhatikan sebagai berikut :

a. kesesuaian realisasi Per Tahapan;
b. kesesuaian realisasi dan Buku Kas Umum (BKU);
c. pernotongan Pajak yaitu pemotongan Pajak Pertarnbahan Nilai

(PPNI, Pajak Penghasilan (PPhl 27, Pqiak Penghasitan (PPhl 22,
dan Pqiak Penghasilan (PPh) 23, dalara hal ini sudah memenuhi
kriteria pernotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian bukti setoran pajak yang telah di setorkan; dan
e. output Fisik Dana Desa.

(4) Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara
pengeluara.n DSPMD rrlerrlproses pe.rmohonan ters,ebrrt r.ntuk
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar {SPM} ke BPI(AD.

t5) Tahap II diajukan paling lambat minggu ke dua bulan Agustus Tahun
2022.

Pasa,l21
(1) Penyaluran ADD Tahap trII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf c dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan permohonan
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penyaluran kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan

persyaratan:
a. surat permohonan perrSraluran ADD tahap III Tahun 2022 datrt

Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II

Tahun 2022 yang diambil dari aplikasi sistem Keuangan Desa

(Siskeudes}dalambentukcetakdilampiriphotoberwarna
dokumentasi pelaksaraan kegiatan;

c. lembar pernyataan verilikasi kelengkapan dokr-rmen persyaratap

pengajuan penyaluran ADD Tahap III Tahun 2A22;

d.lembarpernyataanverifikasikelengkapandarrkeabsahan
dokumen pertanggungiawaban ADD Tahap II Tahun 2o22;

e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III dilampiri RAB;

f. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran

teraldrir;
g. surat per:f:ryataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap

II Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa diketahui Camat

{bermaterai Rp 1O.0OO,-); dan
h. surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap III

Tahun 2Ci22 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp

1O.OOO,-).

Camat meneruskan pengajuan penyaluran ADD Tahap III kepada
Bupati melalui DSPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai

berikut:
a. surat pengantar dari Kecamatan;
b. rekomendasi Camat;
c. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II

Tahun 2A22 yang diambil dari aplikasi Sistem Keuangan Desa

{Siskeudes} dalam bentuk cetak dilampiri photo berwarna
dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

d. Berita Acara hasil verilikasi kelengkapan dokumen persyaratan
penyaluran ADD Tahap III Tahun 2A22;

e. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ
ADD Tahap II Tahun 2022 dilengkapi copy bukti setor paiak;

f. lembar pengesahan SPJ {dibuat oleh Kepala Desa diketahui
Camat);

g. surat pernyataan kebenaran laporan SPJ pengunaan ADD tahap
II Tahun 20122 dari Kepala Desa diketahui Camat {bermaterai Rp
1O.OOO,-);

h. Rencana. Penggunaan Dana tahap III dilampiri RAB;
i. foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran

terakhir; dan
j. strrat pernyataan kesanggupan urrtuk mengelola ADD Tahap III

Tahun 2A22 dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp
1O.OOO,-).

DSPMD selanjutnya memeriksa dan melakukan validasi dokumen
dengan rnernperhatikan sebngai berikut :

a. kesesrraian Realisasi Per Tahapan;
b. kesesuaian Realisesi dan Buku Kas Umum {BKU)I
c. pemotongan pajak yaitu pemotongan P{ak Pertembahan Nilai

{PPN}, Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pqiak Penghasilan (PPh]' 22,

(s)
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dan Paiak Penghasilan (PPh) 23, dalam hal ini sudah rnemenuhi
kriteria pemotongan sesuai dengan kegiatan dan pembebanan
biaya yang telah di laksanakan;

d. kesesuaian bukti setoran pajak yang telah di setorkan; dan
e. outtrrut Fisik Dana Desa.

(4) Apabila dokumen dinyatakan Valid DSPMD melalui bendahara
pengeluaran DSPMD memproses permohonan tersebut untuk
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) ke BPKAD.

(5) Tahap III diajukan paling lambat minggu kedua butan November
?ahun 2A22.

Pasal 22

Format dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Perafuran Bupati ini, terdiri dari:
a. format Lembar Pernyataan Verilikasi Kelengkapan Dokumen

Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Oleh Sekretaris Desa;
b. format Lembar Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan

Dokumen Pertangungiawaban Oleh Sekretaris Desa;
c. format Surat Permohonan Pengqiuan Penyalur€Ln ADD Dari Kepala

Desa Kepada Bupati Melalui Camat;
d. forrrrat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pengajuan Penyaluran ADD oleh Kecamatan;
e. forma.t Berita Acara Ha.sil Verifikasi Dokurnen Pertanggungiawaban

Penggunaan ADD oleh Kecarnatan;
f. format Laporan Hasil Monitoring Darr Evaluasi Terhadap Pelaksanaan

Kegiatan ADD;
g. format Srrrat Pengembalian Berkas Permohonan Penyaluran Dan

Persyaratannya;
h. format Surat Pernyataaa Kesanggupan Mengelola ADD;
i. format Surat Pernyataan Kebenaran Pertanggungjawaban ADD;
j. format Rekomendasi Camat Penyaluran ADD Per Tahap;
k. format Laporan realisasi Penggunaan ADD Per Tahap;
l. format Laporan SiLPA Tahun 2A21;
m. format Rencana Penggunaan Dana {RPD}; dan
n. format dokumen permohonan pengajuan penghasilan tetap kepala

Desa dan perangkat Desa;

PamI 23

(1) Bagt Desa yang belum merr5ruslrn RPJM Desa karena tidak ada Kepala
Desa, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya danlatau
draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

A\ Apabila Kepala Desa, berhalangan s,ehingga tidak dapat rnelaksa:aakan
tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan penyaluran
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {3} ditandatangani
oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan
pcraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Desa, S,ekretaris Desa atam Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berhalangan, maka untuk
mengajukan permohonan penyaluran ADD dilakukan oleh Camat.
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BAB VI
JAUIilAIT SOSIAT BAGI XEPALS. DESA

DAIY PERAITGKAT DESA

BaBeiE Kesatn
Peserta

Pasal 24

Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan
Kesehatan darl perlindungan Ketenagakeiaan melalui Jaminan sosial
sesuai ketentuan peraturan peruadang-undangan.
Peraagkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, terdiri atas;
a. sekretaris desa;
b. pelaksana keurilayahan; dala
c. pelaksana teknis.
Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluargan5ra wajib
didaftarkan sebagai peserta Jaminan sosial sesuai ketentuan
peraturan per'undang-undangan.

(4) Peadaftaran sebagai pe*erta Jarrinan sosial sebagai:nana dimaksud
pada ayat {3} dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

ksal25

Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan
sebagai penanggungiawab administrasi kepesertaan Jaminan sosial.
Penanggungiawab sebagairnana dimaksud pada ayat {1} berEugas:
a. Mengisi forraulir data kepesertaan Jaminan sosial ; dan
b. Menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan

yang telah diisi kepada Perangkat Daerah rnelalui kepala desa.
Dalam hal pendaftaran Jaminan sosial tanpa melaui Pemerintah
Daerah, pendaftaran peserta bagr pekerja ya$g bekerja pada
Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala
Desa.

B"gles kcdna
Besaran luran

P*saI g6

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
adalah sebasar 5% (lima persen! dari Gaji atam tipah per bulan,
Iuran Jarninan Sosial Kesehatan bagi kepata desa dan peranglsat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat {I} dibayar dengan ketenfuaa :

a. 47o {empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
b. 1olo {satu persen) dibayar oleh peserta.
Batas paling tiaggr Gaji atau Upah per bulan yarrg digunakan sebagai
dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagr
Kepala Desa dan Perarrgkat l}ssa sssuai dengan ketsnfuan perafuran
perundang-undangan.
Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang digunakan
sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi

(3)

(1)

{21
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(3I

{4)
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Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan
tetap dan funjangan.
Iuran Jaminan Sosial Ketenagake.j*.r, dibayar dengan ketentrran :

a. 4,24 ok dari upah yang diterima untuk progra$I JKK dengan
tingkat resiko rendah.

b. O,3 a/o dari upah yal:g diterima untuk progranra JKM.
Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBdes yang bersumber
dari ADD.

Bagian ketiga
furaa oleh Pemberi Kerja

Pasal 27

Bendahara pengeluararl Perangkat Daerah melakukan pemotongan
Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 4a/o (empat persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dari alokasi
anggaran Iuran Jamian Sosial Kesehatan pada Perangkat Daerah
setiap bulan.
Alokasi anggaran pada Peranglrat Daerah sebagaimana dirnaksud.
pada ayat {1} dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah.
Pemotongan Iuran Jamiaan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dihitung berdasarkan jumlah rencana kebufirhan
pembayaran ltrran Jaminan Sosia1 Kesehatan *esuai data kepesertaan
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangtcat Desa.
Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakt-lkan penyetoran
Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian keempat
Iuma oleh Peserta

Pasal 28

PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial
Kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat {2} huruf b, dari Gaji atau Upah per bula.n.
Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan peruodang-undangan.
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 pada. ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan
yang bersurnber dari ADD hak masing-masing Desa.
Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak
masing-masing desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
jumlah rencarra kebutuhan pembayaran Iurare Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

t41,

{3}

(4)

{s)
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Pasal 29

(1) PPKD *elakrr BUD rnelakuka:r perryetoran lrrrarr Jarnirran Soeial
Kesehatan kepada BPJS Kesehataa berdasarkan hasil pemotongan
bagian penerimaan yarrg bersurnber dari ADD hak msing-masing
Desa.
Penyetoran Iuran Jarninan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakLlkan oleh
Desa secsra kolektif melalui rekening BPJS ketenagake{aan.

{21

(3)

{t}

BAB VII
PELITFORAI$ DAil PERTAilGGTII{(hIAWABAIS

Bagiaa Kssatu

Pelapomn

Fasal AA

Ber:tuk pelaporar: kegiatan APBDes ya$g dibiayai dari AI}D adalah;
a. laporan Realisasi ADD per tahapan meliputi: Tahap I, Tahap II dan

Tahap III; dan
b. laporan Akhir yang dibuat pada akhk tahun arlggararl yang

memuat realisasi fisik dan keuangaa.
Kepala Desa menyam;raikan laporan realisasi perrggrrnaan ADD per
tahapan kepada Camat, DSPMD dan BPKAD.
Kepala Desa menyarnpaikan laporan akhir laporan konsolidasi
realisasi penyaluran darl peaggtutaan ADD kepada Bupati melalui
DSMPD paling lambat rninggu keempat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.
Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat {U, Bupati dapat menunda
penyalt:ran ADD sampai dengan disampaikannya. Iapora* realisasi
dirnaksud-

{2'

t3)

{41

Bagiaa Kedua

Pertaaguagiawaban

Pesal 31

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD, meliputi:
a, pertanggungiawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan

pertanggungiawaban APB Desa, sehingga bentuk
pertanggungiawabannya adalah pertanggungiawaban APB Desa;

b" pertanggungiawaban dibuat setiap tahapan penyaluran ADD
Tahun Angaran 2022, rneliputi tahap t (SOYo'|, tahap $ (4.AyoI,

tahap III (3oolo);

c. Pertanggungiawaban ADD dibuat dalam bentuk dokumen SPJ
yang dibuat terpisah dari dokucren usulan penyaluran ADD;

d. SPJ meliprrti Bukrr Kas tlrnurn, ktritansi, hd<ti-bukti pecdukung
transaksi yang Iengkap dan sah;
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e. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi yang diberi nomor
urut transaksi yang jelas;

f. setiap transaksi y.ttg tercatat dalam tsuku Kas Umum dilampiri
dengan bukti kuitansi yang diberi nofitor urut sesuai nomor urut
transaksi dalam Buku Kas Umum; dan

g. setiap kuitensi pengeluaran han'r.rs dilengkapi denga.n bukti
pendukung.

SPJ merupakan dokumen yang sudah diverilikasi di Desa

sebagaimana diatur dalam Pasal la ayat (1).

Desa wajib rnenyimpan dokumen SPJ ADD yang asli menumt tahapan
penyaltrran setiap tahun dan urqiib mengarsipkannya sela.ma 5 {lima)
tahun.

{41 Camat wajib untuk menyimpan copy dokumen SPJ ADD menurut
ta}:rapan penyaluran setiap tahun dan w4iib mengarsipkannya selama
5 (lima! tahun.

Pasal 32

Kepala Desa wajib membuat pertanggungiawaban dan Pelaporan
tentang ADD setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk
pencairan tahap berikutrya"
Setiap Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa
jabatannya wajib membuat Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
terrtang ADD da:e disampaikan kepada Kepala Desa yang baru
dilantik.
Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya
yang tidak membuat/menyampaikan Surat Pertangguagiawaban dan
Pelaporan tentang ADD berta.nggung jawab terhadap pembuatan/
penya:apaian lalroran tersebrrt. Kepala Desa yang baru agar segera
menyarnpaikan Laporan kepada Bupati bahwa Surat
Pertanggungiawaban dan Pelaporarl tentang ADD sebelumnya tidak
dibuat/disampaikan.
Kepala Desa/ Pejabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya
yang tidak rnesrb*rat / merqyarnpaikan Srrrat Pertanggungi arxraban dan
Pelaporan tentang ADD pada saat rnenjabat dilakukan Pemeriksaan
khusus oleh Inspektorat Daerah.
Dalam hal hasil pemeriksaan Iaspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa sebelumnya belum
mernpertanggungfa\ilabkarr keuangan desa dalam periode firasa
jabatannya, maka Kepala Desa yang baru dilantik dapat men3rusun
APBDes dengan memperhatikan ketentrran perundang-undangan.

{2)

(3)

t1)

{2t

(3)

(4)

{5}

laporan Pertanggungiawaban
merupakan bagran yang tidak
Pemerintahan Desa akhir tahrrn

hsal 33

sebagimana dimaksud dalam Pasai 32
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
arlggaral}.
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BAB VIII
UOUITORIITG DAIT ETTAJ,UASI

Pasal 34

(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan kegiatan
moniforing dan evaluasi sec*r€ berjenja*g eleh Kepala Desa, Canxat
dan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

{21 Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan
ketepatan antara yang direneanakan dengan hasil (autpttt) kegiatan di
lapangan.

t3) Kegiatan evaluasi berfujuan untuk melihat tingkat keberhasilan
pengelolaan kegiatan mulai dari proses perenca.naan, penganggaran,
pelaksanaan, pemaafaata,n.

t4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari :

a. pererlcallaall;
b. pelaksanaan;
c. pen3rusunan kertas kerja;
d. pen5rusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
e. hasil dan rekomendasi monitoring dae evaluasi;

dan
f. pemantauan tindak Ianjut hasil monitoring dan evatruasi.

BAB IX
PEMBINAAS I}AIE PEITEAWAS*X

Pasal 35

tU Pemerintah Daerah dan Kecamatan melakukan pembinaan dan
pe*gavsasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.

t2) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pembina Tingkat
Kabupaten dan Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

{3) Pengawasan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Daerah, Camat, Badan
Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa.

t4I Dalam hal hasil pengawasarl APIPI Inspe}<torat Daerah sebagaimana
dimakstrd pada ayat (3) ditemukan penyimpangan atau
penyalagunaarl ADD, maka pengembalian disetorkan ke
RKD.

ksal 36

{1} Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimar}a dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

{21 Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri atas unsur:
a. Sekretariat Daerah;
b. Inspektarat Daerah;
c. BPI(AD;
d. DSPMD; dan
e. Perangkat Daerah terkait lainaya.

(3) Tim Pembina Tingkat Kabupaten rnempunyai t*gas sebagai berikut:
a, melaksanakan desiminasi secara luas akan: kebijakan, data dan

informasi tentang ADD;
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b. membantu Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan untuk
memberikan pelatihan /orientasi kepada Tim Pelaksarla di tingkat
Desa;

c. menentrrkan besarnya ADD yang diterima rnasing-masing Desa;
d. melakukan pernbinaan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim

Pendamping Tingkat Kecamatan;
e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan

masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada
Inspektorat Daerah; dan

f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD
kepada Bupati.

Pasal 37

(U Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat {2} ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(21 Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} terdiri atas:
a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
b. Sekretaris Carnat;
c. Kepala SeksilKepala Urusan ; dan
d. Pelaksana teknis lainnya.

(3) Tim Pendamping Tingka.t Kecamatan mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu Camat melaksanakan evaluasi Rancangan APBDes

dalarn hal kewenangan evaluasi APBDes ditimpahkan kepada
Camat;

b. memberikan birnbingan teknis kepada Tim Pelaksana Tingkat
Desa;

c. melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD dan
Dokumen Pertanggungiawaban Penggunaan ADD yang diajukan
oleh Kepala Desa;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan ADD;
dan

e. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat
Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat
Desa di wilayahnya.

BAB X
I{ETENTUAN LAIX.I,AIil

Pasal 38

t1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun
2O2l di RKD dengan Bupati melalui DSPMD paling lambat minggu
keernpat bulan Janr,rari 2A22.

{2} Dalam hatr setelah hasil rekonsiliasi terdapat Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) ADD, maka Kepala Desa wajib menyetorkan dana
tersebut ke Rekening Kas Desa.

t3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku untuk ADD
Tahrrn 2O2L rnauprrrr ADD Talnrn 2A2o. yang dieatrurkan di Tahun
2421,

(4) Penyetoran SiLPA ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan palins lambat
sebelum pengajuan ADD Tahap I Tahun 2022.
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Apabila Kepala Desa tidak menyetorkan SiLPA ADD, maka penyaluran
ADD Tahap I Tahun 2022 akan dipotong sebesar nilai SiLPA yang
seharusnya disetor.

(u

BAB XI
SANKSI

ksal 39

Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran
ADD dalam hal sebagai berikut:
a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan

batas waktr.l yang ditentukan;
b. setelah melalui tahapan veri{ikasi dokumen persyaratan

dinyatakan belum memenLlhi ketentuan yang berlaku; dan
c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah / Aparat Penegak

Huktrm (APH) yang melaksanakan perneriksaan.
Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM) maka Alokasi Dana Desa tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa anggaran di rekening Kas Umum Daerah
dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
I(BTENTUAN PEIYUTUP

Pasal 4(}

Peraturan Br:.pati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
'14 Februarl 2422

SEI,ATAN,
')

RAYA SAMSIIRI

tzl

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 Sebnrari

BARITO SEI,ATAII,

PURUIAITTO

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4

v"tr
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I,AMPTRAIS III
PERATURAS BUPATI BARII1O SELITTAIT
NOMOR 4 TAIIT'N 2A22
TENTAITG TATA CARA PEMBAGIAIT DAN
PEITETAPAIT RITCIAIT ALOI(AsI DANA DESA
SETIAP DESA TAIIUil AITffiARAIT 20/22

BEXTTIK DAIT TSI TX)KUMEN PERSYARATAIT PENYALIIRAIT
AI.OKASI DAITA DESA

A. FORMAT LEMBAR PERI{YATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD OLEH SEKRE"TARIS DESA

LEMBAR PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN

PENYALURAN ADD
TAHAP TAHUN 2022

NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
BERKAS KETER

ANGANADA TIDAK
ADA

PTRSYARATAN TAIIAP I
1. Konsep surat permohonan penyaluran ADD tahap I

Tahun 2A22 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat

2. Laporan realisasi keuangan dan keluaran {output)
ADD Tahun 2A2L dilampiri dengan TUKD {Tata
Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

3. I"aporan SiLPA ADD Tahun 2O2l

4. Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa
terrtang Persetujuan Perretapan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun Anggaran 2A22 {dilengkapi
Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat)

5. Peratural Desa tentang Daftar
berdasar Hak Asal Usul dan
Berskala Desa merrgactr pada
nomor 41 Tahun zALg

Kewenangan Desa
Kewenangan Lokal
Peraturan Brrpati

6. RPJM Desa

7. Kelengkapan Dokumen APBDes bempa print out
dari Aplikasi Sisker,rdes yarrg terdiri dari:
a. Perdes APBDes;
b. Perkades Penjabaran APBDes;
c. Penjabaran APBDes;
d" RKP Des;
e. Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya

ADD Tahun 2022;
f. Rencana Anggaran Biaya (RAB[

8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)



NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
BERKAS

KETER
ANGANANA]Lut1

TIDAK
ADA

8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)

9. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhir

10. Konsep Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap sebelumnya {bermaterai Rp
1O.OOO,-) dari Kepala Desa diketahui Camat

11. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap I Tahun 2022 (bermaterai Rp1O.OOO,-)
dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAI{ TATIAP II
1. Konsep surat permohonan pellyaluran ADD tahap

II Tahun Anggaran 2A22 dari Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat

2. Laporan realisasi keuangan dan keluartrrl foutputl
ADD tahap I Tahun Anggaran 2A22 dilampiri
dengan TUKD (?ata Usaha Keuangan Desa) serfa
foto warna dokumentasi progres realisasi fisik
kegiatan

3. Rencana Penggunaan Dana (RPD)

4. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out
Rekening Koran terakhk

5. Konsep surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pef,rgunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2:A22
(bermaterai Rp 1O.OOO,-} dari Kepala Desa diketahui
Camat

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap II Tahun 2022 (bermaterai Rp 1O.OOO,-)

dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYAR^E.TAIT TAHAP III
1. Konsep surat permohonan penyalLlran ADD tahap

III Tahun 2A22 dari Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat

2. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (ou@ufi
ADD tahap II Tahun 2022 dilampiri dengan TUKD

{Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

3. Rencana Penggunaan Dana {RPD)
4. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out

Rekening Koran terakhir
5. Kosep surat pernyataan kebenaran laporan SPJ

pe:rg*rraarr A.DB tatrap II Tahrxr Arrggaran 2A22
(bermaterai Rp 10.000,-) dari Kepala Desa diketahui
Camat.

6. Konsep Surat pernyataan kesanggupan untuk



NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
BERKAS KETER

ANGANADA TIDAK
ADA

mengelola ADD Tahap III Tahun 2022 {bermaterai
Rp 1O.OOO,-} dari Kepa1a Desa diketahu.i Camat.

*I beri taada ceatarg t{l pade pilihan yetrg sesuai.eeatarg t{} pade pifihan yetrg

Telah dilakukan verilikasi terhadap kelenglapan dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD

Telah di verifikasi oleh,
Selaetaris Desa

Kaur Keuangan

Disetujui oleh,
Kepala Desa



B. FORMAT LEMBAR PERI\IYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN PERTANGUNGJA1VABAN OLEH SEKRETARIS DESA

LEMBAR PERNYATAAN
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

TAHAP.... TAHUN

NO. URAIAN
BERKAS

HASIL VERIFIKASI
KEABSAHAN/VALI

I-,I IA:;

LENGKAP TIDAK
LENGKAP SESUAI

TIDAK
QE-S,T TAT

1. Buku Kas Umum .l {
2. Bukti pengeluaran {kuitansi

dilengkapi dokumen
pendukung seperti :nota,
faktur, tanda terima, srrrat
pesanan barane.dll)

{ {

3. Bukti pembayaran pqiak .l {
4. Laporan Rekening Koran { {

Telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban (SPJI ADD.

Telah di verilikasi oleh,
Sekretaris Desa

Kaur Keuangan

Disetqjui oleh,
Kepala Desa



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MEH.LUI CAMAT

PEIIERIITT*II EABIIPATEIT BA*I?O SELIT?AI{
IIBCAtrA'.rAlI .r........

DESIA*..,,.............
Alamat

Nomor
Lampiran
Perihal

Desa..

Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2A22

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan

Cq. Camat
di*

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dama Desa Setiap Desa Tatrun 2022, dengan ini
disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun
2A22 Tahap .......{....Yo} Desa.. ..Kecamatan........Kabupaten
Barito Selatan sebesar Rp... .(........ ..............) untuk
membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2022
sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap........Tahun 2A22 sebagai
berikut:

3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasarrra Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.........

{nama)

1.

2.

3.

1

2



D. FORMAT BERITA A"CARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN

PENYALLTRAN ADD
TAHAP TAHUN 2A22

Pada hari ini ...... tanggal .......... bulan ...... Tahurr ........,
bertempat di Kecamatan....... telah dilaksanakan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen administrasi pengajuan penyaluran ADD Tahap...".Tahun
2022 Desa.............Kecarnatan .Kabrrpaten Barito Selatan, dengan hasil
sebagai berikut:

NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
BERKAS KETER

ANGANADA TIDAK
ADA

PERSYARATAIT TAIIAP I
1. Surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun

2022 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat

2. l,aporan realisasi keuangan dan keluaran {outgrutl
ADD Tahun 2021 dilampiri dengan ?UKD {Tata
Usaha Keuangan Desa) serta foto wafiIa
dokumentasi Drssres realisasi fisik keeiatan

3. Laporan SiLPA ADD Tahun 2O2l
4. Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa

tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun Anggaran 2A22 (dilengkapi
Berita Acara raaat dan daftar hadir rapatl

5. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasar Hak Asal Usul dan Kewen€mgan Lokal
Berskpla Desa mengacrl pada Peraturan Bupati
nomor 41 Tahun 2A19

6. RPJM Desa

7. Kelengkapan Dokumen APBDes yang isinya terdiri
dari:
a. Prirrt out Perdes APBDes;
b. Print out Perkades Penjabaran APBDes;
c. Print out penjabara&aAPBDes;
d. Print out RKP Des;
e. Print Out Ringkasan APBDes per sumber dana

khususnya ADD Tahun 2O22;
f. print out RAB dari Ar:likasi Siskeudes:

8. Rencana Pengenrnaan Dana (RPDI
9. Desa dan print outFoto copy Rekening Kas

Rekenins Koran terakhir
10. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ

pergunaan ADD tahap sebelumnya (berrnaterai Rp
1O.OOO,-I dari Kepala Desa diketahui Camat

11. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap I Tahun 2A22 {bermaterai Rp 1O.OOO,-)
dari Keoala Desa diketahui Camat
PERSYARATAil TAIIAP II

1. Surat permohonan penyaluran ADD tahap II
Tahun Anggaran 2A22 dari Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat



NO. URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
BERKAS KETER

ANGANA'\A,,a.u]1
TIDAK
ADA

2. Laporan realisasi keuangan dan keluaran {outputl
ADD tahap I Tahun Anggaran 2A22 dilampiri
dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta
foto warrra dokrrmentasi progres realisasi fisik
kegiatan

3. Rencana Penggunaan Dana (RPD)

+. Foto colIf Rekening Kas Desa dan print orrt
Rekening Koran terakhir

5. Surat pernyataan kebenaran
pengunaan ADD tahap I Tahun
{bermaterai Rp1O.OOO,-} dari
diketahui Carnat

laporan SPJ
Anggaran 2422
Kepala Desa

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap II Tahun 2022 (bermaterai Rp1O.OOO,-)

dari Kepala Desa diketahui Camat

PERSYARATAIT TAIIAP III
1. Surat permohonan penyalur€Ln ADD tahap III

Tahun 2A22 dari Kepala Desa kepada Bupati
melahri Camat

2. Laporan realisasi keuangan dan keluaran {outputl
ADD tahap 1I Tahun 2Q22 dilampiri dengan TUKD
(Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna
dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan

3. Rencana Penggunaan Dana {RPD)
4. Foto copy Rekening Kas

Rekening Koran terakhir
Desa dan print out

5. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ
pengunaan ADD tahap II Tahun Anggaran 2022
{bermaterai Rp 1O.OOO,-) dari Kepala Desa
diketahui Camat-

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola
ADD Tahap III Tahun 2A22 (bermaterai Rp1O.OOO,-

l dari Kepala Desa diketahui Camat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokurrerl dan persyaratan lainrrya,
Tim Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:
A. LAYAK atam MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk rnengajukan

permohonan penyaluran*
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa"

Catatam

*! Coret yatrg tidak resuai



Demikiaa Berita hcara iai dibuat sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Tim Verifikasi Kecamatan

Camat....
Se1aku e"rruoggrrrgiarraU fim

Nerna
NIP.

No. Narna Jabatan dalam ?im Tanda Tangan
1. Ketua Tim

2. Anggota Tim

3. Anggota Tim

4. Anggota Tim



E. FORMAT BERITA ACARA HASIL
PERTANGGUNGJAVIIABAN PENGGUNAAN ADD

VERIFIKASI DOKUMEN

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

tAHAP.... tAhtUN .........

Pada hari ini...........tan99a1...... bulan. Tahun telah
dilaksanakan verilikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
pertanggungjawaban penggulaaan ADD
Tahap........Tahun..........Desa........Kecamatan. ..Kabupaten Barito Selatan,
dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen pertanggungiawaban penggunaan ADD Tahap....Tahun. , Tim
Pendamping merekomendasikan sebagai berikut:

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARA? dan bisa digunakan untuk mengajukan
permohonan penyaluran*

B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan

*| Coret yarg tidak sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

NO. URAIAN
BERKAS

HASIL VERIFIKASI
KEABSAHAN/VALI

DITAS

LENGK
ANJ1,r

TIDAK
LENGKAP SESUAI

TIDAK
SESUAI

]. Buku Kas Umum .l I

1
rlZ. Bukti pengehraran (kuitansi

dilengkapi dokumen
pendukung seperti:nota,
faktur, tanda terima, surat
pesanan barans,dll)

.l ,l

3" Bukti pembayaran pajak .l {
4. Laporan Rekening Koran ./ {



Tim Veri{ikasi Kecamatan

Dihuat di :

Pada tanggal :

Camat....
Selaku Penanggungiawab Tim

Nama
NIP"

No.
Nama Jabatan dalarr

Tim
Ta*da Tangaa

1 Ketua Tim

2. Anggota Tim

3. Anggota Tim

4- Anggota Tim



F. FORMAT I-APORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

PEMERINTAII I(ABUPATEN BARITO SELATAN

IffiCAMATAN

Alamd:

Nomor

Lampiran

Perihal

Tim

: 1 (satu) berkas

: Laparan hasil monitoring dan
evaluasi ADD Tahap.....
Tahun...... Desa....

Kepada

Yth. Kepala Desa.

di-

TEffiPA?

Berdasarkan surat tugas Camat..... ... . . ... . nomor. . ...... .tanggal..... .

untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD Tahap.......Tahtrn......, t€.1ah dilaksanakan monitoring
dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:

1.

2.
3. Dst

Berkenaan dengan catatarr tersebut diratas rtiminta kepada
langkahKepala Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah -

perbaikan sebagai berikut:
1.

2.
3- dst.

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waku l(satu)
setelah diterimanya laporan hasil monitoring dan erraluasi ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan
penuh tanggung jawab.

dan evalua kecama

Camat..,,
Selaku Penanggungiawab Tim

Nama
NIP"

minggu

dengan

s1 tan

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan

1. Ketua Tim
2. AnsEota Tim
3. Anseota Tim
4. Anosota Tim
5. Anssota Tim



COIITTOH KERTAS KER^TA HASIL MOXITORIITG DAX EYAI,TIASI

I. Kegiatan yang dimonitoring.

No, Uraian Kegiatan
Rencana
(volume

kegiatan)

Realisasi
[Volume
kegiatan)

Hasil
Monitoring
{sesuai/tdk

sesuai)

*) bisa d.ibuat dalam bentrrk narasi /uraiart peqlelasan

II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam
bentuk tabel)

1.......

2...........

3.........

IIL Saran/Rekomendasi penyelesaian permasalahan oleh Tim kepada Kepala Desa
dan TPK

1......

2............

3............

IV. Tindak Lanjut (TL) Penyelesaiaa kendala dan permasalahan oleh kepala desa
dan TPK

1............

2............

3............

Catatan : Contoh ini dapat dikembangkan Iebih lanjut sesuai dengan
karakteristik permalalahan yang dihadapi.



G. FORMAT SURA? PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PENYALURAN
DAN PERSYARATANT{YA

PE*IERINTAII KABT'PATE}I BARITO $ELATAI\T
KECAMATA}I ....,..

Alamat :.............

Nomor

Lampiran

Perihal

Kepada

Yth. Kepala Desa.

di-: 1 (satu) berkas

: Pengembalian Permohonan
Penyaluran ADD Tahap .....
Tahun....

TEIEPAT

1.

c

3.

Elerdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor.....Tahun....... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2022 dan Berita Acara
Tim Pendamping Kecamatan terhadap Permohonan penyaluran ADD
Tahun Anggaran 2022 tanggal..".......dengan ini disampaikan bahwa
berdasarkan hasil perneriksaan permohonan penyaluran ADD
Tahap.,....,beserta persyaratannya belum lengkap dengan rincian
sebaga.i berikut:

4. Dst

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melengkapi
kekurangan permohona:r penyaluran beserta persyaratanrrya dan
disampaikan kembali kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak
diterimanya surat ini.

Demikian hal ini disampaikan untuk bahan lebih laajut.

Camat.

{nama}



H. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PEMERINTAE KABT}PATEN BARITO SEI.ATAh{
KECAMATAN

ST}RAT PERITYATAAIS
KESANG(}T'PAN MENGEI,OI"A AI}D

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

: Kepala Desa...

: Jalan.. . .. . ....,Desa. .. ... . .. .Kecamatarl.. "........Kabupaten Barito

Selatan.

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mengelola Alokasi Dana Desa

{ADD) Tahap.....Tahun Anggaran.........sebesar Rp...........(... .............) yang

dialokasikan untuk Desa....,.....Kecamatan........., dengan baik dan benar, serta

akan mempertanggungiawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat

dipergunakan sebagairnana mestiaya.

Mengetahui, KEPALA DESA...........
CAMAT Materai

Rp.10.OOO,-
(Nama)

Pangkat/Gol
NIP.

{Nama}



I. FORMAT SURAT PERI{YATAAN KEBENARAN PERTANGGUNGJAIfrtrABAN ADD

PEUERIITTAII KABUPATEI{ BARITIO SEI,ATAIT
KBCA&IATAI{....o...i'.........

Dffi*
Jalan Nomor --.-.Telp

SURAT PERIYTATA.{TX KE.BEISARAI$
I"APORAIS PERTAITGGUII(L'AW'ABAIT ADD

Yang bertanda tangan dibawah iru:

Nama

Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Pertanggungiawaban (SPJ) Alokasi

Dana Desa (ADD) Tahap ...... Tahun ......... Desa Kecamatan ...

beserta bulrti-bukti pendukung yar:.g disampaikan telah dilaksanakan LOOa/a

(seratus persen) dan sesuai dengan fakta dilapangan. Bukti-bukti pendukung

Surat Pertanggungiawaban (SPJ) yang terdiri dari: (kwitansi, Surat Pesanan

Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Nota Pembelian dtl) akan saya simpan

dengan baik dan menjadi tanggungiawab saya secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya.

tanggal/bulan/tahun

Mengetahui, KEPAT-{ DESA....._ _....
CAMAT

Materai

Rp. 10.000,-
(Nama)

Pangkat/Gol
NIP.

(Nama)



J. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PET\TYALURAN ADD PERTAHAPAN

PEUERIITTAII TABIIPATTX BARITO STI.A?AIT
XECAUATTIT

Jalan Nomor Telp

REKCMENDASI
NOMOR:

TENTANG
PEI{YALURAN ADD TAHAP ...... TAHUN 2022 UNTUK DESA

KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor .... Tahufi ...... tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2022, pada prinsipnya kami menyetujui/t:dak keberatan bahwa ADD
Tahap Tahun Anggaran 2022 untuk Desa Kecamatan

.sebesar Rp. .............( .) dapat disalurkan melalui Rekening
Kas Desa. dengan rincian sebagai berikut :

No. Sumber Dana Jumlah belanja
fRo.l

Keterangan

JUMLAH Rp.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

Camat
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M. FORMAT I.APORAN SILPA ADD TAHUN 2A21.

LAP'ORAI$ SILPA AI}D TAIIUII ?;a2!

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa ...i...... Kecamatan

jawab penuh atas kebenaran Laporan Sisa Alokasi Dana Desa Tahun -iOZt
sebagai berikut:

Tahun Penyaluran dari
RKUD Penyerapan ADD Sisa ADD yang

disetor ke RKUD

(1) (2| (3I (41 = (2-31

ADD TA.2O2I
Rp. Rp. Rp..

ADD TAHUN
2A2A BELUM
SALUR

Rp... Rp.. Rp..

Bukti-bukti pendukung peneatatan Alokasi Dana Desa telah disimpan sesr:ai
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pellgasyas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi
SISKEUDES. Sisa Dana ADD sebesar Rp...... ..disetorkan ke Rekening Kas
Desa paling Iambat tanggal 31 Januari ZAZZ.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

(tempat & tangga$

Kepala Desa,



N. FORMAT PENGAJUAN PENGHASII.AN TETAP PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BPD

N.1. Surat Pengantar Pengajuan Permohonan Siltap Pemerintah Desa dan
Ttrnjangan BPD

TEUTRIITTAH I{ABI'PATEIT BARITO SELITTAX
I{ECAHA,fAII .............................
Alarnat : ---..-.-.-......

Nomor

Kepada

Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. DSPMD

Ka.bupaten Barito Selatan
di-

Buntok

SURAT PEITGAITTAR

Camat

ilo IIRAI/AII BAITYAIIIYYA KBTERANGAI{

1. Disampaikan Berkas
Permohonan Penga,juan
Penghasilan Tetap,
T\.rnjangan BPD dan BPJS
I)esa I Ih

1 Dokumen Disampaikan dengan hormat
sebagai permohonan.
Atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.



N.2. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, BPD dan
BPJS.

Nomor

Lampiran

Perihal

1 (satu) berkas

Permohonan Pengqiuan
Penghasilan Tetap Pemerintah
Desa, Tunjangan BPD dan
BPJS

Bersama ini disampaikan
Penghasilan Tetap Pemerintah

1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat

2. Ttrnjangan BPD

3. BPJS

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Camat

TEMPAT

dengan hormat, Surat Pengajuan
Desa, Tunjangan BPD dan BPJS

di

Kecamatan .....Tahun

: Rp.

: Rp.

: Rp.

Total : RP. .................a..

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPAI.A DESA

(Nama)



N.3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PE!ilTRIISTAH KAEIIPATET BAIrI"O SELITTAIS
KrcAUA,fAilf ..........,.c................

DESA .............?....
Alarnflt:

SURAT PERITYATAAN ?AITGGUNG JAWAB MUTI,AK

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Jabatan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala

Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan BPJS telah dihitung dengan benar
dan berdasarkan dengan penilaian yang objelrtif atas pelaksanaan tugas
Pemerintah Desa.

2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, T\rnjangan
BPD dan BPJS Ub. ....... Tahun

Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :

a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD :

b. Potongan BPJS Kades dan Perangkat Desa

fiIML/IH : Rp. .e.................
(Terbilang: ............ .................)

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atau pembayaran

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami
bersedia untuk rnenyetorkan kelebihan tersebut ke KAs Desa

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh
kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal
Mengetahui,

CAMAT KEPALA DESA.

{Nama)
Pangkat/Gol

NIP.

Materai
Rp.10.00O,-

Rp.

Rp.

(Nama)
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